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Legislator Minta Jam
Perlindungan Data Pr

Legislator Senayan meminta Pemerintah menjamin
keamanan dan perlindungan data pribadi sebelum
penerapan sistem pemantauan aktivitas keuangan,
Payment ID. Mitigasi sejak dini perlu dilakukan untuk
meminimalkan risiko pelanggaran privasi.

PAYMENT ID adalah sistem
yang diramcang memantag se-
carareal e akdivilas keuangan
pengpuna, Mulai dari penmas-
kan, ||t:||gt'|||;||'eu|, AL, -
veslasi, hingpa aklivilas berisiko
seperli judi online dn pinjaman
lepal.

Sislem ini akan disinkron
kan denpan data kepencudukan
dari Dircklorat Jenderal Ke-
pendudukan dan Catatan Sipil
[Ditjen Dukcapil) Kementerian
Dalar Meperi.

Angpola Badan Akuntabilitas
Keuanpan Negara (BAKN) DPR
Bertu Merlas mengapresiast Jang-
kah Bank bnlonesia e huncukan
sistem Payment [D. Namun
diinpatkan, ketahanan digital
Tncdumusia nvasib menpbadapi ber
biagea amlangan, seperti polensi
serangan atan kebocoran data.

“Bami mengapresiast inova-

|

si sistemn pembayaran melalui
Symmend [0, Nasun, Pemorintah

harus menastikan privas peng-
gt benar-lenar erjaga, jangan
satnnupatt diman (aatkan pilak -
itk berkepentingan,” kata Berty
di Jukanta, Senin {11/872025).

Harena ilu, mitigasi sejak dini
mullak dilakukan, Janpan sam
prad inovast ini menciplakan ma-
stlah baru i sebesiarnya bisa
tlicepah sejuk awal. Fasalnya,
febucoran data pribadi bisa me-
ninmtbuallan kerugtan dan dampak
negalil” Tujuem mulia sistem ini
akan lercoreny jika keamanan
privasi gagal dijaga.

Bertu mendorong dilakukan
evaluasi menyeluruh selama uji
coba, apar ristho dapan dininimal-
bare subechann, penerapan peouh,

“Solagi masih uji coba. ini
momentum penling memasi-
ki sistenn tepal sasaran dan
(b terbiadap kerentanan, ” ujar
Anppota Komisi X DPR il

Berlu menilai, Payment 1D
memiliki akses .','i:|'|!.', sangal

Bertu Merlas
luwas terbiacdap aklivitas trnsaksi
heeuangan setiap individu, Sistem
il dipat mengidentifkast profl
penguund, memvertfikast data
ransksi, memastikan validitas,
serla menghulungkan informasi
individu dengan catatan trans-
aksi kouanpan secara ring.
By alcses ind jika tidak
benar-benar dikelola dengan
btk dari sisi keamanan data,
lerpatensi merugikan nasabab

levyanian st keuangan di Tanah
Air,” kata politikus Parlai Ke
banprkitan Bangsa i,

Senala. angpota Komisi |
OPR Sarifah Ainun Jarivah
juga menyoruli keamanan data
masyarakat dalam kelbijakan
Payment [D dalam transaksi
digital. Karena itu, dia mengu-
sulkan dipa allernalil wrkail
penerapan keliijakan lersebut,

Pertama, perbaikan sistem
pajuk dengan memberikan
f-m':1||||‘:ma>j olomatis, Kedua,
penundain Payoent 10 hingga
infrastiukiur keamanan data
benar-benar siap. Ketiga, pe
nerapar el pelapuran berka
T uekaan pelapoman per ransaksi.

Dia hilang, Pemerintah harus
biekajar dhar penerapan hal terse-
bl dlari nepara lain.

“Insentil, bukan paksaan,
perlindungan, bukan ehsploitasi
Fomisi [ DPR ahan terus menga
wal isu ind unluk memastikan
tak warpa lerlindunpi.” wgas
politikus PDI Perjuanpan i,

Kebijakan pelaporan dalam
transaksi kewamgan, lanjulnya,
bubkan bal baru dan sudah dite
rapkan di beberapa negara.
Australia dan beberapa negara

lain, pelaporan setiap pembe-
liam mernang ada, wiapi diser-
lai i-mlrl;:t'n.\,;l'.'i nyata seper
pengembalian pajak ataw tax re-
furack sebiesar 10-13 persen.

“Sistern kil belum siap mems
berikan penghargaan serupa
e pracla waib pajak,” wjarnmya.

Politikus asal dacrah pemili-
fan Banten 11 it memaparkan
alasan ulama lerkait wsulannya,
Pertama, sistem perpajakan
Indoanesia dinilai belum mamgpu
mgrnbserikan insentil memadai.
Data Dircktorat Jenderal Pajak
mencatal hanya 16,5 juta wajib
pafirk aktil dari total 273 juta
penculik.

Fedua, infrastrukiar digital
Intdomesia masib rentan, Menarot
Indenesia Data Proteclion
.C'.Lllhn:il}'. sepanjany 20232024
lerjadi 3814 kasus kebocoran
data. Ketiga, perlindungan bu-
Jouaeos b Kurbian hebocoran data
dinilai behan menmadai,

Dia mencontohkan kasus
kebocoran data Badan Penve-
lengara Jaminan Sosial (BP]S)
Fusebatan 2023 vang meninypa
279 juta urang, tapi tidak diser-
i hompensasi memailai bagi
korbari, 8 PYE
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